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PENUTUP

5.1 KESIMPULAN
Sampailah kita pada bab yang terakhir, yang merupakan hasil pembahasan

penelitian dalam penulisan hukum ini. Hasil penelitian ini dikaji berdasarkan
pembahasan dari bab-bab sebelumnya dalam menjawab identifikasi masalah
mengenai perlu atau tidaknya nekrofilia diatur dalam hukum positif di Indonesia
dan apakah nekrofilia masuk ke dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaku dapat diminta pertanggungjawabannya sebab nekrofilia
merupakan perbuatan yang tidak bermoral dan tidak disukai oleh
masyarakat yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan,
sosiologis dan budaya.

Bahwa sampai saat ini nekrofilia tidak diatur secara tegas dalam
hukum positif di Indonesia. Hukum pidana adat tidak berlaku sebab
sampai saat ini tidak terdapat kasus nekrofilia di daerah Swapraja
sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 3 huruf b Undang-Undang Darurat
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan
Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Dan
Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Dalam hukum masa mendatang (ius
constituendum) pada Pasal 269 Rancangan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Tahun 2019 pun tidak secara tegas mengatur tentang
nekrofilia.

Indonesia adalah negara hukum yang menganut asas legalitas
dengan pengertian tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa
peraturan terlebih dahulu. Nekrofilia tidak diatur dalam peraturan pidana
di Indonesia sehinggan perbuatan pelaku tidak dapat diancam dengan
hukuman. Kriminalisasi nekrofilia bertujuan untuk menetapkan nekrofilia
sebagai suatu tindak pidana yang dapat diancam dengan hukuman.
Dengan demikian dibutuhkan suatu kebijakan kriminal dari pembuat

undang-undang untuk menghasilkan sebuah produk hukum untuk
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memberikan ketertiban dan perlindungan kepada masyarakat. Pengaturan
nekrofilia dapat mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan
masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-
nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat

kemanusiaan.

2. Pada dasarnya setiap orang yang memiliki kesalahan dapat dihukum
kecuali, pelaku tidak dapat dituntut karena ada dasar-dasar yang dapat
meniadakan hukuman (strafuitsluitingsfronden). Andaikata seseorang
masuk ke dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka
pelaku tidak dapat dipadana.

Nekrofilia merupakan gangguan jiwa berupa penyimpangan seksual
dengan preferensi seksual kepada mayat. Menurut para ahli jiwa
nekrofilia tidak disebabkan karena terganggunya keadaan psikis
seseorang dan seorang nekrofilia memiliki tingkat kesadaran baik yaitu
dapat membedakan perbuatan baik dan tidak baik. Nekrofilia adalah
gangguan jiwa yang bukan merupakan sakit jiwa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga tidak
dapat menjadikannya dasar-dasar yang meniadakan. Pelaku nekrofilia
dapat dinyatakan memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagai
subjek hukum. Maka hakim wajib untuk mengikuti pendapat para ahli
jiwa yang menyatakan nekrofilia memiliki kemampuan bertanggung
jawab. Dengan demikian pelaku nekrofilia  dapat diminta
pertanggungjawaban pidananya karena memenuhi unsur subjektif dalam

hukum pidana.
5.2 SARAN
Berdasarkan uraian analisa di atas menyatakan bahwa perlu diaturnya
nekrofilia dalam hukum positif di Indonesia dan nekrofilia tidak masuk ke dalam

Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penulis hendak memberikan saran

sebagai berikut:
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1. Demi mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan bangsa yang sesuai
dengan norma agama, norma kesusilaan, budaya dan sosiologis maka
negara melalui pembuat undang-undang perlu membuat pengaturan
mengenai nekrofilia yang diancam dengan hukuman dalam hukum positif
di Indonesia. Nekrofilia merupakan perbuatan yang membawa kerasahan di
dalam masyarakat sehingga perlu diatur secara khusus untuk dapat
memberikan rasa ketertiban pada masyarakat dan memulihkan rasa keadilan
bagi anggota keluarga yang ditinggalkan di satu pihak, di lain pihak untuk
membina dan mendidik pelaku yang bersangkutan agar dapat menyadari
perbuatannya.

2. Seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang
terganggu jiwanya wajib mengikuti pandangan dari ahli jiwa sejauh
manakah keadaan psikis dan kemampuan jiwa seseorang memengaruhi

perbuatannya.
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